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BUPATI LAMPUNG SELATAN 

PERATUF~ANBUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 20 TAHUN 2013 

TENTANG 

T/\1'A NASKAH DINAS OJ LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
KA13Ul'ATEN LAMPUNG SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

-
r'l~_Timbclllg : '-1.	 bahwa dcngun telah ditctapkannva Per-aturan Dacr-ah 

Ka bu putcn Larnptmg Sclat.an Nomor 23 Tahun 2011 
te-n tang Bentuk , War-ria dan lsi Lambang Duer-ah 
Ka btrpaten Lampung serta Peraturnn Daerah 
Kab'u patcn Lampung Sela.tan Nomor 23 Tahun 2012 
LcoLang Per-ubahari Kctiga Atas Peraturan Daera.h 
Kebup.ucn Lampung Selatan Nomor 06 Tatum 2008 
len Lang Pcmbcntu kan , Organises! dan Tata Kerja 
Pcru ngkar Doeran Kab opaten Lampung Sclatan, rnaka 
Pcraturan BupaLi Lampung Sclatan Nornor 14 Tahun 
:2010 tcn ta ng Tala Naskah Dacrah Oi Lingkungan 
Pemcri rrtah Daerah sudah tidak sesuai lagi dcngau 
pcrkcmba ngan , keaduan , schingga perl n dilakukan 
pen,\'cmpurnaan; 

-.­
b bahwu bvrda sa.rkan pcrtimbangan sebagaimana 

dimaks.uti clalam hur-uf a eli ata s , perlu merie tapkan 
Po-nun-an Btrpati tcrrtang Tata Naskah Dirius eli 
Llngkungan Peme r-inta h Daerah Kabt.ipaten Lampung 
Se-lat a n. 

1.1cng:ngat I.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 teritang 
Penctupan Unelang-Undang Darurat Nomor 4 Tah u n 
19::'">6, Urida ng-Uridarig Darurat Nomor 5 Tahun 1956, 
Uudang-Undang Du ru rut Nomor 6 'J'ahun 1956 tcntang 
Pcrnben tukan Ducrah Tingkat 11 tcrmaauk Kota Praja : 
dalam Lingk urigan Daet-ah Tingkat I Sumatera Selatan 
scbuga i Undang-Undang {Lcrnbaran Negara Republik 
Indonesia 'l'atu. n 1959 Nomor 73, Tarnba h Lembaran 
:'>Jcgara Rcpublik lndjoncsia Nomor 1821); 

• 



2.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten ta ng 
Pcmcr-intahari Dacruh scbagairnan a tclah diubah 
bebera.pa ka li, terakh ir dengan Undang-Undang Nomor 
12 'rabun 2008 [Lernbara.n Negara Republik Indonesia 
'I'ab u n 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

3.	 undang-Oncang Nomor 39 'l'ahun 2008 tentang 
Kcmcnt.crian Ncgara [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, 'Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor- 4916 ); 

4.	 Undang-Undang Nomor 12 T'ah u n 2011 tentang 
Pembcn tukun Pcra.tur'a.n Perundang-undangan 
[Lembarun Negu ra Republik Indonesia 'Tahun 2011 
NUIl1\)J" 82, Tu rnb.rhan Lcmbara n Negara Nomor 5234); 

5.	 Per-at uran Perne-ri nra h Nornor 38 Tahun 2007 tent ang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pc rncrintaha n Daerah Provinsi dan Pemerin tahan 
Dacrah Ku b'uputen yKota [Lernbaran Negara Republik 
ln done siu T'ah uri 2007 Nornor 82, Tarnbahan , 
Tambahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4737); 

6.	 Peruturan Pcrncrintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Pcrangkat Daerah (Lcmbaran Ncgara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tarnbuhan 
Lcrn baran Ncga-a Rcpublik Indonesia Nomor 474]); 

7.	 Pcratur'an Menleri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
ICI1Lang Petunjuk Teknis Penataan Organisu si 
Peranglcat Daerah; 

8.	 Per.n.ut-a n Dacrah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 
l)6 Tal-uri 2008 tentang Pembentukan, Organisasi d~1!1 

Tala Kcrja Pera ngkut Daerah Kabupatcn Lampung 
Sela tan sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
tcrakhir dcngan Peraturan Daerah Kabupaten 
La rnp'u ng Sela tan Nomor 23 Tahun 2012 [Lem baru n 
Dacrah Kabu patcn Lampung Selatan Tahun 2012 
Noruor 23, Tam bahan Lembar'an Daerah Kabupatcn 
Lampung Sela.tan Nomor 23); 

I).	 Pcrut.ur-a n Dacrah Nomor 23 Tahun 2011 teutang 
!3entuk, War-ria dan lsi Larnbang Dacrah Kabupatcn 
Lampung Sclatan (Lembaran Daerah Kabu patcn 
Lampung Sc.atan Tubun 2011 Nomor lJ, T'am bah 
Lembaran Daerah Xabupaten Larupung Sclatan Nomor 
23) 



MEMUTUSKAN :
 

Meneta.pkan :	 PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
LAMPUNG SELATAN. 

BAH I 

KETENTUAN UMUM 

PasaI 1 

Dalarn Peraturan	 Bupati ini yang dimaksud dengan : 

j . Daerah adalah	 Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

2.	 Pcmer-intahari Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
sctuas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

-,o .	 Pcmer-intah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

4,	 Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 

5.	 Wakil Bupatl adalah WakiI B'upa.ti Lampung Selatan. 

flo	 Sckretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung 
Sclatan. 

7.	 Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung 
Sela tan. 

B.	 Pcrungkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 
pcnyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat 
Daerah, Sekr'etariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 
Kecamata.n , Kelurahan dan Lembaga Lain. 

9.	 Sa.tuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang 
tcrdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, 
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Ke1urahan, dan Lembaga Lain. 

10.	 Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unaur 
pctaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan 
scbegian urusan Dinas atau badan. 

11. 'rata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi 
pcngaturan jen ia, format, penyiapari, pengamanan, pengabsahan, 
distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang 
digunakan dalam komunikasi kedinasan. 



12. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi 
kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan o1eh pejabat yang 
berwenang dilingkungan pemerintah dacrah. 

13.	 Format adalah naskah dinas yang menggarnbarkan tata letak. dan 
redaksional, serta penggunaan lembaga/Jogo dan cap dinas. 

14.	 Stempely cap dinas adalah tanda identitas dari suatu ja.batan atau 
SKPD. 

15.	 Lambarig Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

16. Kop naskah dinas adalah kop surat yang merrunjukan jabatan atau 
nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian ataa kertas. 

17.	 Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan ja.batan 
atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul 
naskah. 

18.	 Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatari. 

19.	 Delegasi adalah pelirnpahari wcwenang dan tanggungjawab dan 
pejaba.t kepada pejabat atau pejabat dibawahnya. 

20.	 Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan 
kepada bawahan untuk rnelakukan suatu tugas tertentu atas nama 
yang mern beri mandat. 

2 \.	 Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan 
tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani 
naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya. 

22.	 Pcraturan Daerah adalah Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan 
produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati 
setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Pewakilan Rakyat 
Daerah urituk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas 
pembantuan. 

23.	 Pcraturan bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan 
produk hukum yang beraifat pengaturan dite tapkari olch Bupati. 

24. Peraturan bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan 
produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkari oleh dua atau 
lebih kepala daerah. 

25.	 Kcputusan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan 
produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, idividual dan final. 

26. Keputusan Kepala SKPD adalah Naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit 
dan final. 

27.	 Insu-uksi bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari 
Bupa.ti kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas 
pcmerirrtahari. 

28. Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan 
penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang 
dianggap penting dan mendesak. 



29.	 Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pernberitahuan, 
pertanyaari, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya. 

30. Sur-at keterangan adalah naskah dinas yang bcrisi pernyataan tertulis 
dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau 
menjelaskan kebenaran sesuatu hal. 

31.	 Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditunjukkan 
kcpada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan 
tertcn tu. 

32.	 Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap 
suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 

33.	 Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan 
bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan 
tindakan a.tau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. 

34. Sur-at Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan 
kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan 
scsuai dengan tugas dan fungsinya. 

35.	 Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas dari pejabat 
yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk 
mclaksanakan perjalanan dinas. 

36.	 Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang 
kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya 
untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalarn rangka kedinasan. 

37.	 Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang 
beri si undangan kepada pejabatJpegawai yang tersebut pada alamat 
tujuan untuk menghadiri suatu aeara kedinasan. 

38.	 Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari 
pcjabat yang berweriarig beriai pernyataan bahwa seorang pegawai 
tclah menjalankan tugas. 

39. Surat panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang 
bcrisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap. 

40.	 Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi 
kornunikaai kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada 
bawahan dan dari bawahan kepada atasan. 

41.	 Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk 
menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan. 

42.	 Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang 
bcrisi petunjuk tertulis kepada bawahan. 

43. Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan 
antar-a lain ber-iai analisis pertlmbangan, pendapat dan saran-saran 
sccara sistematis. 

44.	 Pengumuman adalah naskah dinas dat-i pejabat yang berwenang berisi 
pemberitahuan yang bersifat umum. 

45. Laporan adalah naskah dinan dari bawahan kepada atasan yang berisi 
infurmaai dan pertanggungjawaban tentang per'lakaanari tugas 
kcdi nasa n. 



46.	 Rekomendasi adalah naskah dinas dari peja.bat yang berwenang her-lsi 
keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan 
bahan pertimbangan kedinasan. 

47.	 Surat pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang 
yang berfungsi sebagai tanda terima. 

48. Telegram adalah naskah dines dari pejabat yang berwenang berisi hal 
tcrtentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik. 

49. Lembar'an Daerah adalah naskah dinas untuk mengunakan Pcraturan 
Daerah. 

50.	 Bcrita Daerah adalah naskah dinas untuk menggunakan Peraturan 
Bupavi. 

51.	 Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atau sesuatu 
hal yang ditandatangani oleh para pihak. 

52.	 NotuJen adalah naskah dinas yang membuat catatan proses sidang 
atau rapat. 

53.	 Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi 
catatan tertentu. 

54.	 Oaftar hadir adalah naskah dinas dari pejabat yang berwcnang yang 
bcriai keterangan atas kehadiran seseorang. . 

55.	 Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi 
pcnghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang 
tclah diwujudkan. 

56.	 Surat 'randa Tamat Pendidikan dan Pelatihan disingkat SliPP adalah 
naekah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus 
pcndidikan dan pelatihan tertentu. 

57.	 Pcrubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas. 

58.	 Pcncabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah 
dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut. 

59.	 Pcmbatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap 
tidak perrrah dikeluarkan. 

BAB II 

TATA NASKAH DINAS 

Pasal 2 

Asas Tata Naskah Dinas terdiri dari : 

<-1. eflsicn dan efektif; 

b. pembakuan: 

c. akuntahilitas; 

d. kcterkaitan; 

c. keccpatan dan ketepatan; dan 

f. keamanan. 



Pasal 3 

(1)	 Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 
a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan 
ruang atau lernbar naskah dinaa, spesifikasi informasi, eerta dalam 
penggunaan bahasa indonesia yang baik, benar dan lugas. 

(2)	 Asas pembakuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, 
dilakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan. 

(3)	 Asas akuntabilitasi sebagaimana dirnakeud dalam Pasal 2 huruf c, 
yaitu pcnyelenggaraan tata naskah dinas hams dapat 
dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, 
keabsahan dan dokumentasi. 

(4)	 Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu 
tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem. 

(5)	 Asas kecepatan dan ketepatan sebagai dimaksud dalam Pasal 2 huruf 
e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat 
sasaran. 

(6)	 Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf I, yaitu 
penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan 
substansi. 

Pasal 4 

Prinaip-prinaip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas : 

a. ketelifian ; 

b. kejelasan; 

c. singkat dan padat; dan 

d. legis dan meyakinkan. 

Pasal 5 

(1)	 Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, 
diselenggarakan secara teliti dan cermat dad bentuk, susunan 
pembentukan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah 
ejaan dalam pengetikan. 

(2)	 Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, 
diselenggarakan dengan memperha.tikan kejelasan aspek fisik dan 
materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat. 

(3)	 Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar. 

(4)	 Prinsip logls dan meyakinkan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan 
scrta struktur kalimat harus 1engkap dan efektif. 



Pasal 6 

Pcnyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut : 

H. pcngelolaan surat masuk; 

b. pcngelolaan surat keluar; 

c. tingkat keamanan; 

d. kceepatan proses; 

c. pengunaan kertas surat; 

1. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi; dan 

g.	 warna dan kualitas kertas. 

Pasal7 

Pcngclotaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, 
dilakukan melalui : 

a. I nstansi pener-ima menindaklanjuti surat yang melalui tahapan yaitu: 

1. diagendakan dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta 
didistrib usikan ke unit pengelola. 

2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat 
dan arahan pirnpinan, dan 

3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha. 

b. copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada 
yang berhak; 

c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat 
pirnpi nan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang 
bcrwenarig. 

Pasa! 8 

Pcngelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, 
dilakukan melalui tahapan.yakni.sebagai berikut : 

a.	 konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai 
tugas dan kewenangannya diagendakan oleh masing-masing unit tata 
usaha dalam rangka pengendalian; 

b.	 surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang 
diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing­
masing satuan kerja perangkat daerah; 

c.	 sural keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikir-im; 
dan 

d.	 surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha. 



Pasal9 

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, 
dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas 
sebagai berikut : 

H.	 surat sangat rahasia yang selanjutnya disingkat SR, merupakan surat 
.matcri	 dan sifatnya memiliki tingkat yang tinggi, erat hubungannya 
dengan rahasia negara, keamanan dan rahasia negara; 

b.	 surat rahasia yang selanjutnya disingkat R, merupakan surat rnateri 
dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi yang berdarnpak 
kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa; 

c.	 surat penting yang selanjutnya disingkat P, merupakan surar. yang 
ti ngkat kearnanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat; 

d.	 surat konfidcnsial yang selanjutnya disingkat K, merupakan surat yang 
rnateri dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang 
bcrdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan 
pembangunan;. 

c.	 surat biasa yang selanjutnya diaingkat B, merupakan surat yang 
materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada 
Y3ng tidak berhak. 

Pasal 10 

Kcccparan proses sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 huruf d, sebagai 
berikut : 

8.	 amat scgeraykilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima; 

b.	 segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima, 

c.	 penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterirna; dan 

d.	 biasa, dengan bates waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat 
ditcrtma. 

Pasal II 

Penggunaan kertas surat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, 
sebagai beriku t : 

a.	 kcrtas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram; 

b.	 penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas 
untuk jerrie naskah dinas yang mempunyai nilai kesamaan tertentu 
dan nilai kegunaan dalam waktu lama; 

c.	 pc.nycdiaan surat berlambang negara berwarria kuning emas atau logo 
dacrah berwarna dicerak atas kertas 80 gram; 

d.	 ukuran kertas yang digunakan untuk surat-rnenyurat adalah Folio/F4 
(215x330 mm); 



e.	 ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, paper dan laporan 
adalah A4 (21Ox297 mm); dan 

r.	 ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165x215 mm]. 

Pasal 12 

Perigct.ikan earana admirustrasi dan komunikasi perkantoran 
scbcgaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, scuagai berikut: 

a.	 pcnggunaan jenis huruf pica; 

h.	 ar-ial 12 atau sesuai dengan kebutuhan;dan 

c.	 spasi 1 atau 1,5 scsuai kebutuhan. 

Pasal 13 

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 huruf g, 
bcrwarria putih dengan kualitas baik. 

BAH III 

NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu
 
Bentuk dan Susunan
 

Pasal 14
 

Bcntuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan 
pcmerintahan Daerah, terdiri a.tae: 

a.	 Pcraturan Daerah; 

b.	 Pcraturan Bupati; 

c.	 Peraturan Bersama Bupati; dan 

d.	 Kcputusan Bupati. 

Pasal 15 

Bcntuk dan susunan naskah dinas aura.t di lingkungan Pemerirrtah 
Daera.h, terdiri atas : 

a.	 instruksi; 

b.	 sural edaran; 

c.	 aut-at biaea; 

d.	 sural keterangan; 
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e.	 sural perintah; 

r.	 sural izin ; 

g.	 surat perjanjian, 

h.	 sur-at perintah tugas; 

I.	 surat perintah perjalunan dinas; 

J.	 sur-at kuasa; 

k.	 surat undangan; 

1.	 surat keterangan melaksanakan tugas; 

m.	 surat panggilan; 

n.	 nota dinas: 

D.	 nota pengajuan konsep naskah dinas; 

p.	 lembar dispcsiai; 

q.	 lelaahan star; 

r.	 pengumumun; 

s.	 laporan: 

rekomendasi; 

u.	 sur-at pengantar; 

v.	 telegram; 

w.	 lembaran daerah; 

x. berita daerah; 

y_ berita acara; 

z.	 notulen; 

aa. memo; 

bb. daftar hadir; 

cc. piagam, 

dd. sertifikat; dan 

ceo STfPP. 

BABIV 

PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN
 
ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS,
 

PELAKSANA HARlAN DAN PENJABAT
 

Pasal 16 

(1)	 Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang 
dalam hu bungan Internal antara atasan kepada pejabat setingkat 
dibawahnya. 



(2)	 Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jerrie pelimpahan wewenang 
dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat 
dibawahnya. 

(3)	 Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang harus 
mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan 
wewenang. 

Pasal 17 

(1)	 Pelaksanaan tugas yang disingkat PIt merupakan pejabat sementara 
pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang 
penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum 
dilantik. 

(2)	 Pit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan 
kepala SKPD atau keputusan bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) 
tahun. 

(3)	 PIt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas 
naskah dinas yang dilakukan. 

Pasal 18 

(1)	 Pelukaana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat 
sernen tara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpa.han 
wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif 
berhalangan sementara. 

(2J	 Plb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan 
kepala SKPD atau keputusan bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) 
bulan. 

(3)	 Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat 
definitif 

Pasal 19 

(1).	 Penja.bat yang disingkat Pj. merupakan pejabat. sementara untuk 
jabatan bupati. 

(2).	 Penjabat sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerirrtah 
pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat defirritif 



BABV
 

PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN
 
DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DlNAS
 

Bagian Kesatu 

Paraf 

Pasal20 

(I)	 Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf. 

(2)	 Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum 
ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar tanda 
tangan. 

(31	 Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) dilakukan 
oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal. 

(4)	 Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) merupakan 
tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 
muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas. 

(5)	 Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi : 
a. paraf hierarki; dan 

b. paraf koordinasi terlampir. 

Bagian Kedua 
Penulisan Nama 

Pasal 21 

(IJ	 Penulisan Nama bupati, wakil bupati pada naskahdinas meliputi: 

a.	 dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan 
gelar dan pangkat; dan 

b.	 dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar. 

(2)	 Penulisan nama pejabat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat. 



Bagian Ketiga 
Penandatanganan Naskah Dinas 

di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Pasal22 

(1) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan 
stu-at sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas : 

a. Peraturan Daerah; 

b. Peraturan Bupati; 

c. Peraturan Bersama Bupati; dan 

d. Keputusan Bupati. 

(2) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan 
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : 

a. instruksi: 

-­ b. surat edaran; 

c. surat biasa; 

d. surat keterangan; 

e. surat perintah; 

r. surat izin; 

g. surat perjanjian; 

h. surat perintah tugas; 

1. surat kuasa; 

J. surat undangan; 

k. surat keterangan melaksanakan tugas; 

1. surat panggilan; 

m. nota dinas; 

n. lembar disposisi; 

o. pengumuman; 

p. laporan; 

q. rekomendasi; 

r. telegram; 

s. berita acara; 

t. memo; 

u. piagam; 

v. sertifikat; dan 

w. STIPP. 



(:3)	 Penandatanganan Naskah Dinas dalam bentuk susunan su rat dan beraifat 
kcbijakan yang ditujukan kepada pemerintah dan atau Pernerintah Provinsi 
Lampu ng, Pcmcrintah Kabupaten, Pemerintah Kota lain ditandatangani 
Bupati. 

(4)	 Naskah Dinas dalam bentuk susurian surat yang isinya bereifat laporan, 
informasi dan atau keterangan yang ditujukan kepada pemerintah dan atau 
Pemcrintah Provinsi Lampu ng, Pemerintah Kabupatcn, Pemerintah Kola 
lain dapat ditandatangani olch Sekretaris Daerah atas nama Bupati. 

Pasa] 23 

(1)	 Bupati mendelcgasikan penandatanganan perizinan dibidang pelayanan 
yang bcrsifat lintas sektor kcpada SKPD yang membidangi pelayanan 
perizinan terpadu. 

(2)	 Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara 
Iungsional tctap menjadi langgungjawab SKPD yang bersangkutan. 

Pasal 24 

(lJ	 Wakil Bu pati menandatangam nuskah dinas dalam bentuk dan suaunan 
sural aebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri ata.s : 
a.	 surat biasa; 
b.	 sur-at kcterangan: 
c.	 au rat perintah; 
d.	 surat izin ; 
c. su rat pcrintah tugae;
 
L surat kctcrangan melaksanakan tugas;
 
g.	 nota dinus ; 
h. lcmbar disposiai:
 
t • telauhun stuf;
 
J.	 laporan; 
k.	 rekomcndaai; dan 
I.	 memo. 

(2)	 Wakil Bupati alas nama bupati menandatangani naskah dinas meliputi : 

a.	 bentuk dan su au nan produk hukum kepu tu san; dan 

b.	 bcntuk dan susuna..n sur-at sebagairnana dimaksud dalam Pasal 15 
terdiri atas: 
1.	 surat edaran ; 
2.	 su rat biasa; 
3.	 sural kcterangan; 
4.	 surat pc rintah; 
5.	 su rat izin: 
6.	 surat perintah t.ugns; 
7.	 su rat kcterangan melaksanakan tugas: 
8.	 nola dinas; 
9. lembar dispoeisi;
 
] O. pcngurnuman;
 
11. telegram; 
12.	 berita ucara: 

13.	 piagam; dan 

14.	 sertifikat. 

/
 



13.	 piagam; dan 
14.	 sertifikat. 

Pasa125 

(1)	 Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : 
a.	 surat biasa; 

b.	 surat keterangan; 

c.	 surat perintah; 

d.	 surat izin; 

e.	 aurat perjanjian; 

f.	 surat perintah rugas: 

g.	 surat perintah perjalanan dinas; 

h. surat kuasa;
 

L surat undangan;
 

J.	 surat keterangan melaksanakan tugas; 

k.	 surat panggilan; 

l.	 nota dinas; 

m. nota pengajuan konsep naskah dinas; 

n.	 lcmbar disposisi; 
o.	 telaahan star; 

p.	 pengumuman; 

q.	 laporan; 

r.	 rekomendasi; 

s.	 surat pengantar; 

t.	 lembaran daerah; 

u.	 berita daerah; 

v.	 berita acara; 

w. notulen;
 

x, memo;
 

y.	 daftar hadir: dan 

z.	 sertifikat. 

('2)	 Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandarangani naskah dinas 
yang meliputi : 

a.	 bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan bupati; 
dan 

b.	 bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
terdiri atas : 

1.	 surat edaran; 



2.	 surat biasa: 
3.	 surat keterangan; 

4.	 surat perintah; 

5.	 surat izin; 
6.	 surat perj anjian; 

7.	 surat perirrtah tugas; 

8.	 surat undangan: 
9.	 surat keterangan melaksanakan tugas; 

10.	 surat panggilan; 

11.	 nota dinas; 

12.	 pengumuman; 

13.	 telegram; 

14.	 berita cara; 

15.	 piagam; 

16.	 sertifikat; dan 

17.	 STIPP. 

Pasal26 

(3)	 Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan 
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : 

a. nota dinas; 

b. nota pengajuan konsep naskah dinas; 

c. lernbar disposisi; 

d. telaahan staf; 

e. laporan; 

f. sural pengantar; 

g. notulen; dan 

h. memo. 
'­ (4)	 Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas 

bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
terdiri atas : 

a. eurat biasa; 

b. surat keterangan; 

c. sur-at per'intah; 
d. surat perintah tugas; 

e. surat perintah perjalanan dinas;
 

of. sural undangan ;
 

g. surat panggitan: 

h. nota dinas; 

1. nota pengajuan kcn sep naskah dinas; 



J.	 laporan; 

k.	 surat pengantar; dan 

I.	 daftar hadir. 

Pasa127 

Staf Ah li Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : 

a.	 nota pengajuan konsep naskah dinas; 
b.	 relaahan star; dan 
c.	 Iaporan. 

Pasa128 

(1)	 Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : 
a.	 surat biasa; 
b.	 surat keterangan; 
c.	 surat perintah; 
d.	 surat izin: 
e. surat perjanjian;
 
I, surat perintah tugas;
 
g.	 surat perintah perjalanan dinas; 
h.	 surat kuasa; 
1.	 surat undangan; 
J.	 surat keterangan melaksanakan tugas; 
k.	 surat panggilan; 
1. nota dinas;
 
rn. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 
n .	 lembar disposisi: 
o.	 telaahan star; 
p.	 pengumuman; 

q.	 laporan; 
r.	 rekomendasi; 
s.	 beri ta acara; 
t.	 memo; 
u.	 daftar hadir; dan 
v.	 sertifikat. 

(2)	 Kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang 
rneliputi : 
a.	 bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan bupati; 

dan; 



b. bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Paaal 15 
terdiri atas :
 
1_ surat biaaa;
 
2. surat keterangan; 
3. surat perintah; 
4. surat undangan; dan 
5. sert.ifikat, 

(3)	 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan selaku kepala SKPD ataa 
nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 terdiri atas : 

a. surat biasa; 

b. surat undangan ; 

c. pengumuman; 

d. iaporan: 

e. telegram; 

f. piagam: 

g. sertifika.t; dan 

11. STIPP. 

Pasal29 

(1)	 Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : 

a. surat hiasa; 

b. surat keterangan; 

c. sur-at perirrtah: 

d. surat izin ; 

e. surat perjanjian; 

f. surat perintah tugas; 

g. surat perintah perjalanan dinas; 

h. surat kuasa; 

1. surat undangan; 

J. sin-at keterarigan melaksanakan tugas; 

k. surat panggilan; 

1. nota dinas; 

m. nota pengajuan konsep naskah dmas; 

n. lembar disposisi; 

o. telaahan staf; 



p. pengumuman; 

q. laporan; 

r. rckomendasi; 

s. be rita acara; 

t. memo; dan 

u. daftar hadir. 

(2)	 Sekretaris DPRD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas 
meliputi : 

a.	 dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan bupati; 
dan 

b . .dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 terdiri atas : 

1.	 surat biasa; 

2.	 surat keterangan; dan 

3.	 surat perintah. 

Pasa130 

(1)	 Kepala UPT menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasa115 terdiri atas : 

a.	 surat biasa; 

b.	 surat perintah; 

c.	 sural perjanjian; 

d.	 surat perintah tugas; 

e.	 surat perintah .perjalanan dinas; 

f.	 surat kuasa; 

g.	 surat undangan; 

h.	 surat keterangan melaksanakan tugas; 

I.	 surat panggilan; 

J.	 nota dinas; 

k.	 nota pengajuan konsep naskah dinas; 

1.	 lcmbar disposisi; 

m.	 telaahan s tal; 

n.	 pengumuman; 

o.	 laporan; 

p.	 rekomendasi; 

q.	 berita acara; 

r.	 memo; 

s.	 daftar hadir. 



(2)	 Kepala UPT dinas/badan atas nama kepala dinasybadan 
menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : 

a. surat biasa; 

b. eurat ketcrangan: 
c. surat perintah; 

d. nota dinas; dan 

e. daftar hadir, 

Pasal31 

(1)	 Sekretaris SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasa115 terdiri atas : 
.a. surat biasa; 
b. surat keterangan; 
c. surat perintah; 
d. surat kuasa; 
e. surat undangan; 
f. nota dinas; 
g. nota pengajuan konsep naskah dinae; 
h. lembar disposisi; 
1. tclaahan star; 
J. laporan; 
k. memo; dan 

1. daftar hadir. 

(2)	 Sekretaris SKPD atas nama kepala SKPD menandatangani naskah 
dinas dalarn bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasa115 terdiri atas : 

a. surat biasa; 
b. surat keterangan; 

c. surat perintah; 

d. nota dinas; dan 
c. daftar hadir. 

Pasal32 

(1)	 Camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan 
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : 

a. surat biasa; 

b. surat keterangan; 

c. surat perintah; 



d. sur-at izin; 

e. surat perjanjian; 

f. surat perintah tugas; 

g. surat perintah perjala.nan dinas; 

h. surat kuasa; 

1. surat undangan; 

J. surat keterangan melaksanakan tugas; 

k. surat panggilan; 

1. nota dinas; 

m. nota pengajuan konsep naskah dinas; 

n. lembar disposisi; 

o. telaahan staf; 

"­
p. pengumuman; 

q. laporan; 

r. rekomendasi; 

s. berita acara; 

t. memo; dan 

u. daftar hadir. 

(2) Carnat atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam 
bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
tcrdiri atas : 

a. surat biasa; 

b. surat keterangan; 

c. surat perintah; dan 

d. surat undangan. 

Pasal33 

(1) Kepala Bagian, Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam 
bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
tcrdiri atas : 

a. surat perintah; 

b. nota dinas; 

c. nota pengajuan konsep naskah dinas; 

d. lern bar disposisi; 

c. telaahan staf; 



f. laporan; dan 

g. daftar hadir. 

(2) Kepala Bagian, Kepala Bidang atas nama Bupati menandatangani 
naskah _ dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : 

aurat biasa;a. • 

b. surat keterangan; 

c. surat perirrtah; 

d. nota dinas; dan 

e. dafter hadir. 

Pasa134 

(I) Lurah rnenandatangani naskah dinas daJam bentuk dan susunan 
surat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri alas; 

a. sur-at biasa; 
b. aut-at kctcrungari; 

c. surat perintah; 

d. surat izin; 

e. surat perjanjian; 

f surat pcrintah tugas; 

g. surat pertntah perjalarran dinae; 
h. surat kuasa; 

1. surat undangan; 

J. surat keterangan melaksanakan tugas; 

k. sural panggilan; 

1. nota dinas; 

m. nota pengejuan konsep naskah dinas; 
n . lembar disposisi; 

o. tclaahan staf; 

p. pengumuman; 
q. laporan; 

r. rekomenda.ai; 
s. be rita acara: 

t. memo; 

u. daftar hadir. 



(2)	 Lur-ah atas nama Camat menandatangani naskah dinas dalam 
bcntuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
terdiri atas : 

a. surat biasa; 
b. surat keterangan; 

c. surat perintah; dan 
d. surat undangan. 

Pasal35 

II i	 Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi 
menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 terdiri atas : 

a. nota dinas; 

b. nota pengajuan konsep naskah dinas; 

c. telaahan staf; dan 

d. laporan. 

(2)	 Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi atas nama 
Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang menarrda.tangan i naekah 
dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagatmana dimaksud 
dalam Pasa.l 15 ter-dir-i atas: 

a. surat perintah; 

b. nota dinas: dan 
c. dartar hadir. 

Bagian Keempat
 
Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas
 

Pasal36 

(l)	 Kctentuan mengenai pendelegaaian pcnanda.tangarian naskah dina's 
diatur dalam Per-attn-an Bupati. 

(2)	 Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Kelima
 
Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas"
 

Pasal 37
 

': 1)	 Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwama hitam. 

(2J	 Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah 
dines bcrwarnc biru tua. 

(3)	 Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas 
berwarria rnerah. 



BABVI 

STEMPEL 

Bagian kesatu
 
Jenis
 

Pasa138
 

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah 
terdiri atas : 

a.	 stempel jabatan; dan 

b.	 stempel perangkat daerah. 

Pasa! 39 

(I)	 Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, 
s tempel jabatan bupati. 

(2)	 Stempel jabatan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi 
nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas 
tanda bintang. 

Pasa140 

Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf 
b, tcrdiri atas : 

a.	 stempel SKPD dan untuk lembaga lain; 

b.	 stempel SKPD untuk keperluan tertentu: dan 

c.	 stempel UPT. 

Bagian kedua
 
Bentuk, Ukuran dan lsi
 

Pasal41
 

Stempel jabatan bupati, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Paaal 38 berbentuk lingkaran. 

Pasal42 

Ukuran stempel jabatan, stempel perangkat daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 meliputi : 

a.	 ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel 
pcrangkat daerah adalah 4 em; 

b.	 ukuran garis tengah lingkaran tengah stempal jabatan dan perangkat 
daerah ada!ah 3,8 em; 



c.	 ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan perangkat 
daerah adalah 2,7 em; dan 

d.	 jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam 
maksimal 0,5 em. 

Pasal43 

(1)	 Ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi : 

a.	 ukuran garis tengah garis luar stempel jabatan dan stempel 
perangkat daerah adalah 1,8 em; 

b.	 ukuran garis tengah lingkaran stempel jabata.n dan stempel 
perangkat daerah adalah 1,7 em; 

c.	 ukuran gar-is tengah lingkaran dalam stempel jaba.tan dan stempel 
perangkat daerah adalah 1,2 em; dan 

d.	 jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam 
maksimal 0,5 em. 

(2)	 Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kartu tanda penduduk, 
kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya. 

Pasal44 

(1)	 Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan Iambang 
negara dengan pembatas tanda bintang. 

(2)	 Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 
huruf a dan huruf b berisi nama Pemerintah Daera.h, nama SKPD 
yang bersangkutan. 

(3)	 Stempel UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, berisi 
nama Pemerintah Daerah, nama SKPD dan nama UPT yang 
bersangkutan. 

Bagian ketiga
 
Penggunaan
 

Pasal45
 

(lJ	 Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, Bupati dan Wakil Bupati. 

(2)	 Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, kepala SKPD, kepala 
Iembaga lainnya, kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang. 



Pasal46 

(l)	 perangkat daerah kabupaten yang berhak menggunakan stempel 
perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b 
meliputi: 

a, Sekretariat Daerah; 

b. Sekretariat DPRD; 

c. Dinas Daerah; 
d. Lembaga Teknis Daerah; dan 

e. Lembaga lainriya. 

(2)	 Perangkat daerah kabupaten yang berhak menggunakan stempel 
perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b 
melip'u ti: 

a. Sekretariat Daerah; 

b. Sekretariat DPRD; 
c. Dinas Daerah; 

d. Lembaga Teknis Daerah; 

e. Kecamatan 

f. Kelurahan; dan 

g. Lembaga lainnya. 

Pasa147 

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan 
dibubuhkan pacta bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani 
pcjabat yang menandatangani naskah dinas, 

Bagian keernpat
 
Kewenangan Pemegang dan Penyirnpan Stempel
 

Pasa148
 

(1)	 Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk 
naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi ut-usan 
ketatausahaan pada sekretariat daerah. 

(2)	 Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah 
dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada 
set.iap SKPD. 

(3J	 Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan 
stempel. 

(4)	 Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD. 



Bagian kelima
 
Pengamanan
 

Pasal49 

(1)	 Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan pemerintah 
daerah menggunakan kode. 

(2)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan 
stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri aleh 
bupati. 

BAB VII 

KOP NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu
 
Jenis
 

Pasal50 

.Jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas : 

a.	 kop naskah dinas jabatan; dan 

b.	 kap naskah dinas perangkat Daerah. 

Bagian Kedua 
Bentuk dan lsi 

Pasal51 

(1)	 Kap naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
huruf a. untuk Bupati dan Wakil Bupati menggunakan : 

a.	 lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian 
tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan 
produk hukum; 

b.	 lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian 
tengah atas serta alamat nomor telepan, namar fakairnile, website, 
e-mail dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk 
naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat. 

(2J	 Kap naskah dinas perangkat daerah memuat Lambang Daerah 
sebutan "Pemerirrtah Daerah Kabupaten Lampung 'Selatan" nama 
sat'uan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomar 
faksimile, website, e-mail dan kode pos daerah. 

(3}	 Kop naskah dinas kecamatan memuat Lambang Daerah sebutan 
Lambang "Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan" nama 
kecamatan, alamat, namor telepon, nomor faksimile, website, e-mail 
dan kode pos. 



(4)	 Kop naskah dinas kelurahan memuat Lambang Daerah sebutan 
Lambang "Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan" nama 
kecarnatari, kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor fakairnile, 
website, e-mail dan kode pos. 

Bagian Ketiga
 
Penggunaan
 

Pasa152
 

(1)	 Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), 
digunakan untuk naekah dinas yang ditandatanggani oleh Bupati 
dan Wakil Bupati. 

(2)	 Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 51 ayat (2) 
dan ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani 
oleh kepala SKPD yang bersangkutan, lembaga lainnya atau pejabat 
lain yang ditunjuk. 

(3)	 Kop naskab dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), 
digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh camat yang 
bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk. 

(4)	 Kop naskab dinas sebagaimana dimaksud daJam Pasal 51 ayat (4), 
digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh lurah yang 
bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk. 

Pasal53 

Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan 
ayat (3) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatanggani oleh Staf 
Ahli Bupati. 

BAB VIII 

SAMPUL NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu
 
Jenis
 

PasaJ 54
 

.Jenis sampul naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas : 

a. sampul naskah dinas jabatan; dan 

b. sampul naskah dinas perangkat daerah. 



Bagian Kedua
 
Bentuk, Ukuran dan lsi
 

Pasa155 

Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berbentuk empat persegi panjang. 

Pasal56 

(1)	 Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas 
perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi : 

a.	 sampul kantong dengan ukuran panjang 41 em dan le bar 30 em; 

b.	 sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 em dan lebar 25 em; 

c.	 sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 em dan Iebar 18 
em; dan 

d.	 sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 em dan Iebar 
14 em. 

(2)	 .Jenis kcrtas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menggunakan kertas casing dengan warna : 

a.	 putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54 huruf a; dan 

b.	 coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54 huruf b. 

Pasal57 

(1)	 Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna 
kuning emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, 
e-mail, website dan kode pas dibagian tengah atas. 

(2)	 Sampul perangkat daerah berisi Lambang Daerah, nama "Pemerintah 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan" nama SKPD yang 
bersangkutan, alarnat, nornor telepon, faksimile, e-mail, website dan 
kode pas pada bagian tengah atas. 

(3)	 Sampul UPT berlsi Lambang Daerah, nama Pemerintah Daerah, nama 
SKPD dan UPT yang bersangkutan dan alamat, nomor te1epon, 
Iakaimile, e-mail, website dan kode pas bagian tengah atas. 



BABIX 

PAPANNAMA 

Bagian kesatu
 
Jenis
 

Pasal58
 

.Jcnis papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas: 

H. papan nama kantor bupati; dan 

b. papan nama perangkat daerah. 

Bagian Kedua
 
Bentuk, Ukuran, lsi
 

Pasal59
 

Papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 58 berbentuk ernpat persegi panjang. 

Pasal 60 

Ukuran papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 59 disesuaikan dengan besar bangunan. 

Pasal61 

(I)	 Papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berisi tulisan kantor bupati, 
alarnat, nornor telepon dan kode pos. 

(2)	 Papan nama di lingkungan Pernerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 58 huruf b berisi Larnbang Daerah tulisan 
"Perncrintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan" dan nama SKPD 
yang bersangkutan, alamat, nomor telepon dan kode pos. 

(3)	 Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama kantor bupati, 
perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) 
diatur oIeh bupati. ' 



Bagian Ketiga
 
Penempatan
 

Pasal62
 

Papan nama kantor, perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang 
strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bcntuk 
bangunannya. 

Pasal63 

Bagi beberapa kantor, SKPD yang berada di bawah 1 (satu) atap atau 1 
(satu) komplek, dibuat dalam 1 (satu) papan nama yang bertuliskan 
semua SKPD. 

BABX 

PERUBAHAN,DANPENCABUTAN 

Pasal 64 

(1)	 Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud 
dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan eusunan naskah dinas 
yang sejenis. 

(2)	 Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkarr, 
mengeluarkan atau pejabat diatasnya. 

BABXI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal6 

Bupati rnelakukan pembinaan dan pengawasan penye1enggaraan naskah 
dinas dilingkungan Pemerirrtah Daerah. 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal66 

Bcntuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n. u.b, u.p, Pit, Plh dan 
Pj, paraf, bentuk, ukuran dan isi stempel, kop naskah dines, sampul 
naskah dinas, dan papan nama sebagaimana dimaksud dalam bab IV, bab 
V,bab VI, bab VII, bab VIII, dan bab IX tercantum dalam lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan irri. 



Pasal 67 

Pada saat Pcraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati 
Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di 
hugkt.mgan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Se1atan dicabut dan 
rlinvatakari tidak berlaku. 

Pasal68 

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Pcruturari Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lampung Sclatan. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal ~a (IlCWC\: 2013 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Rye 
Diundangkan di Kalianda 
pad a tanggal 2013 

SEKRETAR DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

ISH K 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 

El Haraky
Rectangle

El Haraky
Rectangle



LAM PI RI\N	 PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 20 TAHUN 2013 
TANGGAL 28 MARET 2013 

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DfNAS, PENETAPAN a.n, u.b, u.p, PIt,
 
Plb DAN pj, PARAF. PENANDATANGANAN, BENTUK UKURI\N
 

DAN lSI STEMPEL, KOP NASKAH DINAS, SAMPUL
 
NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA
 

A. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS 

BUPATI LAMPUNG SELATAN 

PE:RATURAN DAF:RAH KABUPATE:K LAMPUNG SELATAN
 

NOMOR TAHUN .
 

TENTANG
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

Mcnimbang : 8. bahwa . 
..........................................................

b. bahwu 
.... - , 

. 

c. dan scterusnya; 
_. _. - , 

Meogingat 1. Undarg-Undang...........................	 . ,
 

2. Pcratura.n Pcmerin tah	 ; 

3. dan eeterusnya. 



Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 
dan 

BUPATI LAMPUNG SELATAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG . 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

BAB II 

Pasal 2 
(1) . 
(2) 

BAB III 

(dan seterusnya) 

Pasal . 

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar eetiap orang mcngerahuinya, rnemerirrtahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan , 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

(Nama tanpa gelar dan pangkat) 
Diundangkan di .. 
pada tanggal . 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

(Nama tanpa gelar dan pangkat) 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SEU\TAN TAHUN ... NOMOR ...... 



BUPATI LAMPUNG SELATAN 

PERATURAN BUPAT] LAMPUNG SELATAN 

NOMOR ". TAHUN . 

TENTANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPAT] LAMPUNG SELATAN,
 

Menimbang: a. bahwa . 
.......•.......................... ...............................••........ 0'
 

b. bahwa . 
..............................•............................................. ,
 

c. dan seteruenya; 

Mcngingat : 1. Undang-Undang __ . 
. ..................................................... _ ,
 

2. Peraturan Pemerintah . 
. ..... . ................. .. ..................... .............................,
 

3. dan seterusnya; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapka.n : PERATURAN BUPAT] TENTANG 

BAB]
 

KETENTUAN UMUM
 
Pasal 1 

BAB II 

Pasal . 
(I) ...............................................•...•................... ,
 
(2) .....................•.........................•................. , .... "
 

(3) Dan seterusnya. 

http:�.........................�


BAB III 
(dan seterusnya) 

Pasal . 

Pcra.tur-an bupati irri mula! berlaku pacta tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, ruemerirrtahkari pengundangan dengan 
pcnempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Ditetapkan di _ . 
pacta tanggal . 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

(Nama Tanpa Oelar danPangkat) 

Di undangkan di . 
pacta tanggal _ . 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN... NOMOR. .. 



BUPATI LAMPUNG SELATAN 

PERATURAN BERSAMA BUPATl LAMPUNG SELATAN 
DAN BUPATI/WALIKOTA . 

NOMOR TAHUN . 
NOMOR TAHUN . 

TENTANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI LAMPUNG SELATAN DAN , 

Menimbang : a.	 bahwa , . 
.............................. - , 

b.	 bahwa . 
........................................................................... 0'
 

c.	 dan seterusnya; 

Mengingat : 1.	 Undang-undang . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••• _ •• OJ 

2.	 Pcratur-an Pemerintah . 
..... . . ..... .... . . . . . . . . . ... ....... ........................................, 

3.	 dan seterusnya; 

MEMUTUSKAN 

Menctapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI DAN	 . 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 



BAB II 

Pasal . 

(1) ; 
(2) ; 
(3) Dan seterusnya. 

BAB III 
Pasal . 

(dan seterusnya) 

Pcraturan Bersama ..... in i mulai berlaku pada tanggal d iuridarigkari. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bersama ini dcngan penempatannya dalam Bcrita Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan dan Berita Dacrah Kabupatenj Kota . 

Ditetapkan di . 
pada tanggal.. . 

[JUPATI LAMPUNG SELATAN, BUPATI/WALIKOTA , 

(Nama Tan pa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) 

Dlundangkan di . Di undangkan di _ . 
pada tanggal .. pada tanggal . 

SEKRETARIS DAERAH ...... , SEKRETARIS DAERAH .... , 
(KABUPATEN / KOTA) (KABUPATEN / KOTA) 

(Nama Tan pa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) 

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA .......... TAHUN ...... NOMOR .....
 



BUPATI LAMPUNG SELATAN 

KEPUTUSAN	 BUPATI LAMPUNG SELATAN 

NOMOR TAHUN . 

TENTANG 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Mcnimbang : a. bahwa , , _	 . 
.................................. -...•...... -	 ,
 

b.	 bahwa , _ . 
...... - - - , 

c.	 dan seterusnya; 

Mengingat : 1. Undang-Undang . 
•••........................................................................ , 

2.	 Peraturan Pemerintah , . 
...	 •...........•.•• ,
 

3. dan seteruenya; 

MEMUTUSKAN : 
Mcnctapkan 

KESATU	 ·· ............................................................................,. 
· .KEDUA · .........................................................•.................. , 

.KSTIGA ·· .....'......................................................................, 
KEEMPAT ·· ., 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 
Salinan sesuai dengan aslinya 

I<EPALA BAGIAN HUKUM 

ttd 
NAMA 
Pangkat (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) 
Nip 

http:�...........�


PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

SEKRETARIAT DAERAH 

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

NOMOR TAHUN 

TENTANG 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Menimbang : a. bahwa	 . 
·	 , 

b.	 bahwa . 
· - , 

c. dan seterusnya; 

Mengigat : 1. Undang - Undang	 . 
..... ... ..... . . ...... ................................................................,
 

2.	 Peraturan Pernerintah. __ . 
·	 . 

3.	 dan seterusnya; 

MEMUTUSKAN : 

Menetepkan 

KESATU -· ., 

KEDUA · _. . . . . . . . . . .. . , 

KETIGA · - - , 
·	 .KEEMPAT · ......................................................................................•
 

Ditetapkan eli 
pacta tanggal 201 

a.n. BUPATl LAMPUNG SELATAN 
SEKRETARIS DAERAH, 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGlAN HUKUM 

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) 

NAMA 
Pangkat 
Nip 



BUPATILAMPUNGSELATAN 

INSTRUKSI BUPATI LAMPUNG SELATAN
 

NOMOR .
 

TENTANG
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Dalam rangka ,_ . 

Dcngan ini menginstruksikan : 

Kepada : 1. . . 
2 . 
3 . 
4 . 

Untuk 

· .KESATU · " , 

KEDUA · · .. , ..................................................•........................ 0'. 

KETIGA : dan seterusnya; 

lnstruksi ini mulai berlaku pacta tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di . 
pacta tanggal . 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) 



BUPATI LAMPUNG SELATAN 

Tempa.t, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Kepada 

Yth . 

di-

SURAT EDARAN
 

NOMOR TAHUN .
 

TENTANG
 

................................
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

NAMA 



BUPATI LAMPUNG SELATAN 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Kepada 

Nomor Ytho . 
Sifat 
Lampiran di ­.Hal . . . 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

NAMA 

Jalan Nomor. .. __ . __ ., Kabupaten Lampung Selatan 
Telp. (0727) XXXXXXXXXX (E-mail) , Website www . 



BUPATI LAMPUNG SELATAN 

SURAT KETERANGAN 

NOMOR . 

Yang bertandatangan dibawah ini : 

a. Nama . . ...............•................................................
 

b. Jabatan : BUPATI LAMPUNG SELATAN 

dengan ini menerangkan bahwa : 

a. Nama 1 NIP : .fNIP . 
b. Pangkat/Golongan : I .. 
c. Jabatan ·· . 
d. Maksud ·· ..•...•..•...........•..............•....................•...... 

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tabun 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

NAMA 

http:�...�..�...........�..............�....................�


BUPATI LAMPUNG SELATAN 

SURAT PERlNTAH 

NOMOR . 

Nama (yang memberikan perirrtah] 
.Jabatan 

MEMERINTAHKAN: 

Kepada 

a. Nama . . . . 
b. Jabatan 

Untuk 

..........................................................................................
 

Ditetapkan di Kalianda 
pacta tanggaI . 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

NAMA 



Dasar 

Kepada 

Nama 

Jabatan 

Alamat 

Untuk 

SUPATI LAMPUlfG SELATAl'l 

SURAT IZIN BUPATI LAMPUNG SELATAN 

NOMOR . 

TENTANG 

a. 

b 

. 

MEMBERIIZIN: 

. 

. 

.. . . 

Ditetapkan di KaIianda 
pada tanggal . 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

NAMA 



BUPATI LAMPUNG SELATAN 

SURAT PERJANJIAN 

NOMOR / / / . 

TENTANG 

Pacta hari , Tanggal.. , Bulan , , dan 
Tahun bertempat di , ,kami yang bertanda 
tangan di bawah irii: 

1 . 
..................................... PIHAK KESATU
 

2 . 
.................. PIHAK KEDUA
 

Pasal .......
 

. ( isi pcrjanjian ) 

Pasal.. .... 

Penutup 

Surat perjanjian rru ditandatangani oleh kedua pihak, pada hari dan 
tanggal tersebut diatas. 

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU 
~ BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

L::J

NAMA JELAS NAMAJELAS 
Pangkat 
NIP 

Saksi-aaksi 
1. ( tandatangan) 
2. . (tandatangan) 
3. dst 



NOTA KESEPAKATAN
 
ANTARA
 

PEMERINTAH .
 
REPUBLIK INDONESIA
 

DAN
 
PEMERINTAH .
 

REPUBLIK .
 

Pemerirrtah , Republik Indonesia dan Pemerirrtah 
......................... , RepubIik. ,yang daIam hal in! disebut 
sebagai "Para Pihak". 

Berkeinginan untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama 
antara masyarakat kedua belah pihak : 

Mengakui pentingnya prinsip kesetaraan dan saling 
menguntungkan 

Merujuk kepada Nota kesepakatan antara Pemerintah , 
Republik Indonesia dan Pemerintah, Republik .- , dalam upaya 
untuk meningkatkan kerjaeama, yang ditandatangani d.i Kota , tgl 
.... bIn .... tahun. 

Sesuai dengan hukum, peraturan dan prosedur administratif yang 
berlaku pacta Negara masing-masing. 

Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut ; 

ARTlKEL 1
 
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA
 

Para pihak akan membentuk sebuah kerjaaama Kota Untuk 
rneningkatkan dan memperluas kerjasama yang efektif dan saling 
menguntungkan bagi pengembangan kedua kota, dalamm batas 
kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki, pada bidang-bidang 
sebagai berikut : 

I . 
2. 

ARTIKEL 2
 
PEMBlAYAAN
 

Segala kegiatan yang mengacu kepada Nota kesepakatan ini bergantung 
kepada ketersediaan dana dan personal Para Pihak, serta sumber lain 
yang tersedia, yang disepakati oleh Para Pihak. 



ARTIKEL 3
 
PENGATURAN TEKNIS
 

Untuk mernfasilitasi pelaksanaan dari Nota kesepakatan ini, Para Pihak 
dapat rnembuat pengatur-an program, proyck atau rencana tindak yang 
tercakup dalam keseluruhan dari Nota Kcscpakatan ini, yang rneliputi 
bidang-bidang sebagaimana tcrscbut didalam Ar-tikcl 1. 

ARTIKEL 4
 
KELOMPOK KERJA
 

I. 

ARTIKEL 5
 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
 

Scfiap pcrsclisihan yang timbul dalam penafsiran at-au pelaksanaan Nota 
kesepakatan ini, akan disclcsaikan secara damai melalui konsultasi 
negossiasi an ta ra Para Pihak. 

ARTIKEL 6
 
PERUBAHAN
 

Nota kescpakatan ini dapat diubah atau dipcrbaiki. Masing-masing pihak 
dapat mcrninta perbaikan atau pcrubahan. Segala bcntuk perubahan 
atupun perbaikan yang dtsepaketi kedua belah pihak harus mcrupakan 
bagia n integral dar-i Nota Kesepakatan ini. Perbaikan atau perubahan 
tersebut diberlakukan pada tanggal yang telah ditentukan oleh Para 
Pihak. 

ARTIKEL 7
 
PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHlRAN
 

I. 
2.. . 
3. 

DENGAN DISAKSIKAN OLEH, Pihak-pihak bawah ini, sebagaimana tclah 
dtsahkan oleh Pemer-in tah Dacrah masing-masing, tclah menandatangani 
Nota Keaepa.katu n ini. 

BUPATI. , BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

NAMA NAMA 



CONTOR
 
FORMAT MAP
 



BUPATI LAMPUNG SELATAN 

SURAT PERINTAH TUGAS 

NOMOR . 

Dasar 

MEMERINTAHKAN : 

Kepada 1. Nama	 . 
Pangkatf goI:	 . 
NIP :	 . 
Jabatan	 . 

2.	 Nama : . 
Pangkatf gol: .. 
NIP 
Jabatan 

Untuk : 1.	 .. 
2	 . 
3	 . 

Ditetapkan di . 
pada tanggal '" .. 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

NAMA 



KOP NASKAH DINAS
 
PERANGKAT DAERAH
 

Lembarke 
Kode No 
Nomor 

··
··
··

. 

. 

. 

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 

(SPPD) 

1. pejabat yang member perintab Sekretariat Daerah 

2. Nama Pegawai yang diperintab 

3. a. Pangkat dan Golongan 
menurut 
PP No.6 Tabun 1997 

b. Jabatan 
c. Tingkat menurut peraturan 

perialanan 
4. Maksud Perjalanan Dinas 

5. Alat angkut yang dipergunakan 
6. a. Tempat berangkat 

b. Tempat tujuan 

7. a. Lamanya Perjalanan Dinas 
b. Tanggal berangkat 
c. Tanggal harus kembali 

8. Pengikut : 1. 

2. 

3. 
9. Pembebanan Anggaran 

a.lnstansi 
b. Mata Anggaran 

10. Keterangan lain-lain 

Ditetapkan di : __ .. 
pada tanggal : 2013 

SEKRETARIS DAERAH, 



SPPD No.
 
Berangka t dari
 
[Tcrnpa t kedudukan)
 
Pada tanggal
 
Ke 

Selaku pelekaana Teknis kegiatan 

II.	 Tiba di Berangka t d ari 
Pacta tanggal Ke 
Kepala Pada tanggal 

Kepala 

[II. Tiba di Berangkat dari 
Pada tanggal Ke 
Kepala Pada tanggal 

Kepala 

IV. Tiba di Berangkat dari 
Pada tanggal Ke 
Kepala Pada tanggal 

Kepala 

V.	 Tiba kernbef di: 
Pada tanggal : .. _,_ . 
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa 
perjalanan tcrsebut diatas benar dilakukan atas 
perintahnya dan sernata-mata untuk 
kepentingan jabatan dalam waktu yang 
scsi ngkat-singkatnya. 

SEKRETARIS DAERAH, 

NAMA PEJABAT 

VI. CATATAN LAIN_LAIN 

VII. PERHATIAN 

Peja bat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan 
perj alanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal 
bcrangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan 
pera.turan-pora tut-an Keuangan Negara apabila Ncgara mendapat rugi 
akibat kcsalahan. kcal paarmya. 



BUPATI LAMPUNG SELATAN 

SURATKUASA 

NOMOR . 

Yang bertandatangan dibawah ini 

3. Nama 
b. .Iabatan 

MEMBERI KUASA 

Kepada 

8. Nama 
b. .Iabatan 
c. NIP 

Untuk 

Dernikiari Surat Kuasa im dtbuat untuk dapat dipergunakan 
scbagairnana mestinya. 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Yang diberi kuasa Yang memberi kuasa 

NAMA JABATAN BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

NAMA NAMA 
Pangkat 
NIP. 



BUPATI LAMPUNG SELATAN
 

Nomor 
Sifat 
Lampu-an 
Hal : Undangan 

H"Jri 

Tanggal 

Pukul 

Tempat 

Acara 

Ca tatan 

1. . . 
2. 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Kepada 

Yth . 

di ­

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

NAMA 



BUPATILAMPUNGSELATAN 

SliRAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS 

NOMOR .... 

Yang bertanda tangan dibawah irii : 

Nama 
NIP 
Pangkat/ Golongan 
Jabatan 

Dcngan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa 

Nama 
NIP 
PangkatfGolongan 
.Jabatan 

Yang diangkat berdasarkan Peraturan . 
....... " Nomor terhitung . 
TC'lah nyata menjalankan tugas scbagai _ . 
di-

Dcmikian surat kctcrangan melaksanakan tugas m r saya buat 
dcngan sesungguhnya dengan mcngingct sumpah jabatan j'pegawai negeri 
sipil dan apabila dikemudian hari isi surat irii ternyata tidak benar yang 
berakibat kerugian bagi Negara, maka saya beracd ia menanggung kerigian 
tersebut. 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

NAMA 



BUPATILAMPUNGSELATAN 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Kepada 

Nomor Ylh . 
SifaL 
Larnpiran 
Hal : Panggilan di -

Dungan ini diminta kcdatangan Saudara di Kantor . 
...................................... ,pada 

Hari
 

Tanggal
 

Pukul
 

Ternpat
 

Menghadap
 

Kepada
 

Alamat
 

Untuk
 

Dcmi kian unLuk dilakaa nakan dan menjadi perhatian sepenuhnya. 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

NAMA 



KOP NASKAH DINAS 
PERANGKAT DAERAH 

NOTADINAS
 

Kepada ·· . 

Dari ·· . 

Tanggal ·· . 

Nomor ·· . 

Sifat ·· . 

Lampiran ·•..•.....•.................................
 

Hal ·· .
 

....................................................................................................... .......
 

.....................................................................................................
 
.............................................................................................................
 

KEPALA BKPL, 

NAMA PEJABAT 
Pangkat 
NIP. 

http:�..�.....�


KOP NASKAH DINAS
 
PERANGKAT DAERAH
 

Terrrpat, tanggal, Bulan dan Tahun 

Kepada 

.Nomor . . Yth	 . 

di-

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS 

Disampaikan dengan honnat · ·	 . 

Tentang
 

Catatan
 

Lampiran ·	· . 

Untuk Mohon persetujuan dan 

Tanda tangan atas 

DISPOSISI PIMPINAN	 KEPALA BAPPEDA, 

Tindak lanjut staf	 NAMA PEJABAT 
Pangkat 
NIP. 

Catatan : Caret yang tidak perlu 



KOP NASKAH DINAS
 
PERANGKAT DAERAH
 

LEMBAR DlSPOSISI 

Diterima TglSurat dari · ·· 
No. Sural · No. Agenda · · · 
Tgl. Sural · Sifal · 

0 Sangal segera 0 0 Segera 
Rahasia 

Perhal · · 

I 
Diteruskan kepada Sdr. : Dengan honnat harap : 

...............................
 0 Tanggapan dan Saran0 

...............................
 0 Proses lebih lanjul0 
•.......•.....•...•.••..•..••••
 0 Koordinasi/konfirmasikan0 

0 ...................................
Dan seterusnya ..............
 

Catalan ..

Nama Jabalan 
Paraf dan tanggal 

Nama Pejebat 

http:�.......�.....�...�.��..�


KOP NASKAH DlNAS
 
PERANGKAT DAERAH
 

TELAAHAN 5TAF
 

Kepada 
Dari 
Tanggal ·· . 
Nomor 
Lampiran ·· . 
Hal ·...........................................
 

1. Persoalan. 

II. Pra Anggapan. 

III. Fakta-fakta dan Data yang mempengaruhi. 

IV. Analisa. 

V. Kesimpulan. 

VI. Saran. 

NAMA JABATAN 

NAMA PEJABAT 
Pangkat 
NIP 



BUPATILAMPUNGSELATAN 

PENGUMUMAN 

NOMOR: .. 

TENTANG 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

NAMA 



KOP NASKAH DINAS 
PERANGKAT DAERAH 

LAPORAN 
TENTANG 

I. Pendahuluan. 

A. Umum/Iatar belakang 

B. Landasan Hukum 

C. Maksud dan Tujuan 

H. Kegiatan yang dilaksanakan. 

HI. Hasil yang dicapai. 

IV. Kesimpulan dan Saran. 

V. Penutup. 

Dibuat eli 
pada tanggal 

Nama Jabatan 

NAMA PEJABAT 
Pangkat 
NIP 



BUPATILAMPUNGSELATAN 

REKOMENDASI .
 

NOMOR .
 

a . 

b.............................. .
 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

NAMA 



KOP NASKAH DINAS
 
PERANGKATDAERAH
 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Kepada, 

Yth . 

di ­

SURATPEl'IGANTAR 

NOMOR : •••••••••••••• 

No Jenis yang dikirim Banyaknya Keterangan 

Diterima tanggal . 

Penerima 
Nama Jabatan, 

Pengirim 
Nama Jabatan, 

Nama Peiabat 
Pangkat 
NIP 
Nemer telepon .. 

Nama Pejabat 
Pangkat 
NIP 



FORMULIR BERITA 

Registrasi No : . 

PANGGILAN JENIS NOMOR DERAJAT 

DARI .. .................................... 

UNTUK · .................................... 

TEMBUSAN · · .................. --.- ........ - .. --. 

KLASIF1KASI : SEGERA 
Nomor : . 

............................................................KMA . 

...................................TTK 

AAA TTK 

BBB TTK 

KMA 
......................................................... TTK 

KMA 
......................................................... TTK 

.. 

. 

eee TTK DAN SETERUSNYA TTK HBS 

Tanggal waktu pembuatan .. 

Pengirim · · 

Nama · · 

Jabatan
 

Tanda tangan ..


No. Kode 
Waktu Lalu 

Lintas 
Paraf 

OperatorTerima Kirim 



LEMBARAN DAERAH . 

Nomor Tahun . Seri Nomor . 

PERATURAN DAERAH 

Nomor 

. 

TENTANG 

.. _ _ _ _ dan seterusnya 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah ,_ _,_ . 

Nomor .. _ Tahun . 
Scri .
 
Tanggal .
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

NAMA PEJABAT 
Pangkat 
NIP. 



BERITA DAERAH .
 

Nomor Tahun _.. Seri Nomor .. 

PERATURAN BUPATI .............../KEPUTUSAN BUPATI. .
 

Nomor : . 

TENTANG 

............................................................... dan setcr-usnya
 

Diundang dalam Berita Daerah . 

Nomor " Tahun . 
Sert . 
Tanggal . 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

NAMA PEJABAT 
Pangkat 
NIP 



BUPATILAMPUNGSELATAN 

BERlTA ACARA 

NOMOR : . 

Pada hart ini tanggal .
 
karni rnaai .
.................................................. , aTI1I maslng - maslng :
 

1.	 .._. _. . _ yang sclanjutnya 
disebut pihak per-tame [mernbua t nama, NlP, PangkatfColongan, 
.Jabatan dan alarnat] 

2.	 ..................................... yang selanjutnya 
disebut pihak kedua 

Bet-ita acara ini dibuat dcngan sesungguhnya dalam rangkap ...... _. 
untuk dipergunakan sebagaimana rnestinya. 

Dibuat cli.. 

Pihak Kcd ua	 Pihak Pertama 
BUPAT[ LAMPUNG SELATAN, 

NAMA PEJABAT	 NAMA 
Pangkat. 
NIP. 

Mengetah ui I Mengesahkan 

NAMA PEJABAT 
Pangkal. 
NIP. 



KOP NASKAH DINAS 
SEKRETARIAT DAERAH 

NOTULEN 
SidangjRapat 
HarijTanggal 
Waktu Panggilan 
Waktu sidangjrapat 
Acara 

··
·· 
··
·· 
: 1. . 

2. dan seterusnya. 

. 

. 

. 

. 
. 

3. Penutup. 

Pimpinan SidangjRapat : 1. 
2. dan seterusnya. 

. 

Ketua 
Sekretaris 
Pencatat 

·· 
·· 
··

. 

. 

. 

Peserta sidangjrapat: 1. 
2. dan seterusnya. 

. 

Kegiatan SidangjRapat : 1. 
2. dan seterusnya 

. 

I. Kata Pembukaan 
2. Pembahasan 
3. Peraturan 

PIMPINAN SIDANGjRAPAT 
NAMA JABATAN 

NAMA PEJABAT 
Pangkat 
NIP. 



BUPATI LAMPUNG SELATAN
 

MEMO 

Dari 

Kepada 

lSI 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Tanda Tangan atau Paraf 



KOP NASKAH DINAS
 
PERANGKAT DAERAH
 

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT 

Han 
Tanggal ·· .....................................................•.... 
Waktu ·· . 
Tempat ·· . 
Acara ·..•....................•.....................••......•....• 

NO NAMA 
JABATANj 
PANGKAT 

TANDA 
TANGAN 

KET 

1. 
2. 
3. 

dan 
sete 
rus 
nva 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

NAMA PEJABAT 

NAMA PEJABAT 
Pangkat 
NIP 

http:�....................�.....................��......�


KOP NASKAH DINAS
 
PERANGKAT DAERAH
 

DAFTAR HADIR 

BULAN 
MINGGU 

NO NAMA 
PANGKAT 

/GOL 
TANGGAL 

KET
P S P S P S P S 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 12 

KEPALASUB 
BAGlAN/ 

SEKRETARIS 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

NAMA PEJABAT 

NAMA PEJABAT 
Pangkat 
NIP 



BUPATILAMPUNGSELATAN 

PIAGAM PENGHARGAAN 

Nomor 

BUPATI .................................... Dengan ini memberi penghargaan 
kepada 

Nama 

TempatjTanggal lahir 

NIP/NRP 

.Iabatan 

InsLansi 

Ternpat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

NAMAJELAS 



BUPATI LAMPUNG SELATAN 

SERTIFII(AT
 
Diberikan kepada 

Nama 

NIP 

Instansi 

SebagaifAtas partisipasinya dalarn . 
.......... .yang diselenggarakan oleh .. 
dar; tanggal _ _s.d bertempat di . 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

NAMAJELAS 



BUPATILAMPUNGSELATAN 
SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 

Nomor : / /DDN
 

Bupati Berdasarkan PP Nomor 10] Tahun 2000, dan keputusan Menter-i Dalam Negeri Nomor 38 
tahun 2002 dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa 

Nama
 
Tempatj tanggallahir : / .
 

NIP/NRP :000000000/0000
Pas foto 
Pangkat./Ool.Ruang : / ..........•............
 

4,6 .Jabaran 
Instansi 

LULUS 
Kualifikasi 

Pada Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten yang diseleggarakan oleh Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Kabupaten di dari tanggal sampai dengan yang meliputi ,_, ,_, ,_,. 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

NAMA 



Bagian Belakang STIPP 

AGENDA PEMBELAJARAN 

TEMA 
Umum : Iditentukan Badan Diklat Depdagri) 

Khusus ; [ditentukan oleh penvclenggara dengan mengacu pada tema umum dan issu aktual seternpat] 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN, 

NAMA PEJABAT 
PANGKAT 
NIP. 

\.
 



BUPATI LAMPUNG SELATAN
 

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 

Nomor : / /DDN 

Bupati berdasarkan PP Nomor 101 tahun 2000, dan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 
2002 dan ketentuanOketentuannya menyatakan bahwa 

Nama
 
'I'ernpat/Tanggal Iahir : / .
Pas foto
 
NIP/NRP : 000000000/0000
 

4x6 Pangkat/ Gol.Ruang : .........•••..••...•• / .
 
Jabatan
 
Instansi
 

LULUS 

Kualifikasi 

Pada Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan 
dan Pelatihan Kabupaten di " Dari tanggal eamapai dengan Yang meliputi..; , ,. 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN 

KEPALA SADAN KEPEGAWAIAN PENDIDlKAN DAN LATIHAN, 

NAMA PEJABAT 



Bagian Belakang STIPP 

AGENDAPEMBELAJARAN 

TEMA 
Um.um (ditentukan Badan Diklat Depdagri) 

Khusus (ditentukan oleh penyeleggara dengan mengacu pada umum dan issue actual 
setempat) . 

Ternpat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

KEPALA BIDANG DIKLAT, 

NAMA PEJABAT 
PANGKAT 
NIP. 



B. PENEMPATAN a.n, u.b, tr.p , Pit, Plh Dan Pj 

I. Penggunaan "a.n.". 

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN 
SEKRETARIS DAERAH, 

NAMA 
Pangkat. 
NIP. 

a.n.	 CAMAT KALIANDA a.n. LURAH KALIANDA 
SEKRETARIS CAMAT, SEKRETARIS LURAH, 

NAMA	 NAMA 
Pangkat.	 Pangkat. 
NIP.	 NIP. 

2. Penggunaan "u.b" : 

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN 
SEKRETARIS DAERAH 

u.b. 
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM, 

NAMA 
Pangkat. 
NIP. 



- 3.	 Penggunaan "PIt" : 

Pit.	 BUPATI LAMPUNG SELATAN 
WAKIL BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

NAMA 
Pangkat. 
NIP. 

4.	 Penggunaan" Plh" : 

Plh. BUPATI LAMPUNG SELATAN 
WAKIL BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

NAMA 

5. Penggunaan "Pj" : 

Pj.	 BUPATI LAMPUNG SELATAN 

NAMA 

C.	 PARAF DAN PENULISAN NAMA 

1.	 Pembubuhan paraf Hier-arkia. 

a.	 naskah dinas scbelum ditandatangani clch b'upati, wakil 
bupati, sekretaris daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala 
dinas, kepala badan, inspektur dan direktur rumah sakit 
umum harue diparaf terlebih dahulu oleh makeimal tiga orang 
pejabat secara berjenjang untuk bertanggungjawab terhadap 
substansi, redaksi dan penullsan naskah dina.s tersebut sesuai 
dengan tugas.pokok dan fungsinya, penempatan paraftersebut 
pada lembar terakhir naskah dinas fungsinya jar-urn jam 
dimulai dan sebelah kiri nama pejabat yang akan 
menandatangani. 



b.	 naskah dinas yang konaepnya dibuat pejabat yang akan 
menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan 
paraf 

c.	 paraf untuk surat periritah perjalanan dinas, dibubuhkan pada 
Icmbar pertama. 

d.	 untuk keamanan i si naskah dinas yang jumlahnya lebih dari 
satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani 
oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf 
pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman. 

e.	 naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk 
hukumjsurat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya di 
paraf pada pajok kiri kertas bagian bawah. 

I.	 naskah dinas dalam berrtuk dan susunan sural yang 
mempuriyai lampiran, pada lembar lampiran dipcjok sebelah 
kanan atas ditulis Iampiran: surat, nomor dan tanggal serta 
pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh 
pejabat yang bcrwenang. 

2.	 Pembubuhan paraf koordinasi. 

a.	 naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang 
materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelurn 
ditandatangani oleh pejebat berwenang harus diparaf terlebih 
dahulu oleh unit pengolah, unit yang lain yang terkait dan 
birojbagian hukum pada setiap lernbar naskah. 

b.	 naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang 
matennya meyangkut kepentingan unit lain sebelurn 
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf 
terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain .yang terkait pada 
lembar terakhir naskah. 

c.	 paraf koordinasi dibuat dalam bentuk stempel per-segi empat. 

Contoh paraf hierarkis dalam bentuk searah jarum jam; 

(2) BUPATI LAMPUNG SELATAN (3) 

(1) NAMA 

Contoh paraf hierarkia dalam bentuk matrik: 

Paraf hierarkis 
Sekda .... 
Ass ....... 

B"" ...... 
dst 



Contoh paraf koordinasi : 

a) di Jingkungan kab. 

PARAF KOORDINASI 
Bagian .... 

Bagian .... 

Bagian .... 

dst 

PARAFKOORDINASI 
Dinas ..... 

Badan .... 

Kantor .... 

Dst 

3.	 Penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah 
dinas. 
a.	 penulisan nama bupati dan nama wakil bupati pada naskah 

dinas dalam bcntuk produk hukum Daerah tidak 
menggunakan ge1ar; 

b.	 penulisan nama bupati dan nama wakil bupati pada naskah 
dinas dalam bentuk surat dapat menggunakan gelar; 

c.	 nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan 
fungsional menggunakan gelar, NIP dan pangkat. 

D.	 BENTUK UKURAN DAN lSI STEMPEL. 

Yang menggunakan Iambang. 

I I 
.8 em 4cm 

I 
Lambang NcgarajDaerah 

Yang tidak menggunakan Iambang 

3,8 em 4em 



2. STEMPEL JABATAl'I DAl'I STEMPEL SKPD. 

a. Contoh Stempel .Jabatan. 

b. Stempel Sekretariat Daerab 

c. Stempel Sekretariat Dewan 



d. Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah 

e. Stempel kecamatan, kelurahan, desa dan sekrctariat desa 

f. Stempel Unit Pelaksana Teknis Daerah 



g. Stempel satuan kerja perangkat daerah untuk kepentingan 
tertentu 

0,5 em 1,2 em 1,7 em 1,8 em 

L
 

Contoh stempel untuk KTP dengan skala 4 : 1 

E. BEl'ITUK. UKURA1'I DAN lSI KOP l'IASKAH DINAS 

1.	 Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulis nama 
pemerirrtah daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah 
adalah 3:4 
a.	 Tulis nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14. 

b.	 Tulls nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf 
arial 18. 

2. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut : 

Contoh 1 : kop naskah dinas Bupati 
-------- ---~- .._-----------, 

BUPATI LAMPUNG SELATAN 

I Jelen. Zainal Abidin Pagar A1am Nomar 1 Kalianda. Lampung Selatan 'rl I 
Telepon: (0727) 322070, 322068, 322069, 322300 Email: InfO@lampungSelatankab.go.~ I

mailto:InfO@lampungSelatankab.go


Contoh 2 : Kop Naskah Dinas Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 
SEKRETARlAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, No..... Kalianda Kabupaten
 
Lampung Selatan kode pos xxxxxx
 

Telepon. (0727)xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx Faks. (0727)=.
 
VlW\V•.......•...........
 

Contoh 3 : Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah. 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 
SEKRETARIAT DAERAH
 

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 1 Kalianda xabupaten Lampung Selatan 35513
 
Tdepou (0727) 322070. 322068, 322069, 322300 Paxs. ,122334 Webs.ide xxxx
 

Contoh 4 : Kop Naskah Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 

Alamat: Zainal Abidin Pager Alam Kalianda Kabupaten Lampung Selatan 35513
 
Te1epon : (07271 xxxxxx Pesewer : xxxx-xxxx Faks : (0727) .xxxxxx
 

Email: xxxxxxxxx
 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nemer xx Kalianda Kabupaten Lampung
 
Selatan (kode poa] Lampung
 

Telepcn (0727) xxxxxx E-mail: xxxxx
 

http:VlW\V�.......�


PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
DlNAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL 

Jalan Zalnal Abidin Pagar Alam Nomor xx Kalianda Kabupaten 
Lampung Se1atan Karle Pos : 35513 

Telp : (0727) xxxxxx, Faks : xxxx E-mail: xxxxxx 
......_ _ _----

Contoh 5 : Kop Naskah Dinas Kecamatan dan Ke1urahan 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
KECAMATAN KALIANDA 

Jalan Pratu Haris No. 36 Kalianda Kabupaten Lampung Se1atan 
Kode Pos 35513 

Telepon (0727) xxxxxx, xxxxxx E-mail: xxxxx 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
KECAMATAN KALIANDA 
KELURAHAN KALIANDA 

Jalan Raden Intan Kalianda (kode pos) Lampung 
Telepon (0727) xxxxxx, xxxxxx E-mail: xxxxx 

F. BENTUK UKURAN DAN lSI SAMPUL NASKAH D1NAS. 

UKURAN HURUF 

Perbandingan huruf pacta sampu1 naskah dinas antara tulis nama 
pemerintah daerah dan tulisan nama satuan kerja perangkat 
daerah adalah 3 : 4 

a.	 Tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14. 

b.	 Tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf 
arial 18. 



Contoh 1 : Kop Sampul Naskah Dinas Bupati 

(garuda kuning emas) 

BUPATI LAMPUNG SELATAN 
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 01 Kalianda (kode pos) 

Te1epon : (0727) xxxxxx Faks. (0727) xxxxxx 
------1 

Kepada 
Yth.sdr . 

Stempel di-

Kode Pas 

2 : Kop Sampul Naskah Dinas Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
SEKRETARlAT DAERAH 

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 01, Kalianda 35513 
Te1epon. (0727) 322070, 322068, 322069, 322300 Faxs. 322334 

Kepada 
Nomor : ..... / ..... / .... ./ ..... Yth. Sdr, . 

Stempel eli-

Kode posL__ 



I 
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN I 

SEKRETARIAT DPRD 

I
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor xx Kalianda (kode pas) 
Telepon. (0727) xxxxxx Faks. (0727) xxxxxx 

Kepada 
Nomor Yth. Sdr .: ····.f ..···f·····f····· 

I Stempel di-

Kode pas 

3 : Kop Sampul Nasah Dinas Satuao Kerja Peraogkat Dacrah. 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
DINAS KESEHATAN
 

Jalan Mustafa Kemal Nomor xx Kalianda
 
Telepon (0727) xxxxxx Faks. (0727) xxxxxx 

Kepada 
Nomor : .... f .....f. .... f ..... Yth. Sdr . 

Stempel di-

Kode pos 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 

Jalan Zeinal Abidin Pagar Alam Nomor xx: Kalianda (kode pas)
 
Telepon (0727) xxxxxx Faks (0727) xxxxxx
 

Kepada 
Nomor : .... .f. .... f .....f. .... Yth. Sdr . 

Stempel di-

Karle pas 



r----"----~-----

PEMERlNTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
KANTOR ARSIP DAERAH 

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor xx Kalianda (kode pos)
 
Telepon (0727) xxxxx Faks (0727) xxxxxxx
 

----~~~~-

Kepada 
Nomor : .... .f. .... f .....f. .... Yth, Sdr . 

Stempel di-

Kode pos
1 ­

4 : kop Sampul Naskah Dinas Kecamatan, Kelurahan dan Desa 

I 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN I 
KECAMATAN KALlANDA II 

Jalao Pratu Haris No. 36 Kaliaoda (kode pos) , 

Telepon (0727) xxxxxx FakSK~::~ xxxxxx . -1~-

I 
I Nomor : .f. f .f..... Ythv Sdr . 

Stempel di-

Kode pOS_1 

I "A,'~' I'EMERlNTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
!J'*'! KELURAHAN KALlANDA 
. 

I ' Jalao Raden lntao Kaliaoda [kode pos) 
i Telepon (0727) xxxxxx Faks. (0727) xxxxxxI--

Kepada 
I Nomor : ..... f .....f. ....f. .. .. Yth. Sdr . 

I 
Stempel 

di -............ i
L_ 
~ 



G.	 BENTUK UKURAN DAN lSI PAPAN NAMA 

1.	 BENTUK 

Papan nama satuan kerja peT~gkat daerah berbentuk empat 
persegi panjang berbentuk segi empat.
 

Contoh :
 

[I	 r 

n	 I
 

U	 ~
 

2.	 UKURAN. 

Perbandingan u.kurnn hUTUf 3 : 4 

a.	 ukuran hur'uf "3" untuk tulisan pernerintah kabuparen 
b.	 uknran hUruf "4" urituk tulisan nama Satuan Kerja

Perangkat Daerah. 

3.	 BAHAN. 

1. Bahan papan nama satuan kerja perangkat daer-ah 
disesuuika.n dengan kebutuhan daerah, misalnya dat-i hahFlTI 
karu, beton, seng/plat dan ain sebagainya. 



2.	 Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat 
menggunakan cat atau dari bahan lain seperti sengjplat 
atau semen dan lain eebagainva. 

Contoh 1 : Papun nama Kantor Bupa.ti. 

KANTOR BUPATI LAMPUNG SELATAN 

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 1 Kalianda 
(kode pos) Telepon (0727) XXXXXX 

Contoh 2 : Papan nama satuan kerja perangkat daer-ah. 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam (kode pas) 
Telepon (0727) XXXXXX 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 
DINAS PEKERJAAN UMUM 

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam (kode pos) 
. Telepon (0727) xxxxxx - xxxxxII======'J
 



---~----

?.	 Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapal 
menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/ plat 
atau semen dan lain sebagainya. 

Contoh 1 : Papan nama Kantor Bupati. 

KANTOR BUPATI LAMPUNG SELATAN 

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 1 Kalianda 
(kade pas) Teleport (0727) xxxxxx 

Contoh 2: Papan nama aatuan kcrja perangkat daerah . 

, 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 1 
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam (kade pas)
 
Telepon (0727) xxxxxx
 

-
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
DINAS PEKERJAAN UMUM 

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam (kade pas) 
. Telepan (0727) xxxxxx - xxxxx 



Contoh 3 : Papan nama kecamatan dan kelurahanjdesa 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 
KECAMATAN KALIANDA
 

Jalan Pratu Haris No. 36 Kalianda (kode pos) 
Telepon (0727) xxxxxx 

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam (kode pos) 
Telepon (0727) XXXXXX 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 
KECAMATAN KALIANDA
 
KELURAHAN KALIANDA
 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
KECAMATAN RAJA BASA 

DESA GURING 

Jalan Pesisir (kode pos) Telepon (0727) XXXXXX 



Contoh 5: Papan nama yang terletak satu atap yaatu kompleks 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

I, 1. KANTOR . 
2. BADAN . 

i 3. DINAS ..
I 

Jalan Zainal Abidin Pagaralam Nomor 01 Kalianda 
(kode pos) Telepon (0727) xxxxxx II,I 

Ii 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

/ 

RYCK MENOZA SZP 

El Haraky
Rectangle




